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Abstract: Land registration is a government requirement to ensure legal clarity, protect the rights of
landowners, and understand the land's identity. Complete Systematic Land Registration (PTSL) as a
national strategic program aims to build and maintain the quality of land plot data. To map a land
plot, it is necessary to check its position to overcome existing gaps and overlaps. This research aims to
evaluate the quality of spatial data on land plots in Selaparang District with a focus on identifying gap
and overlap problems. The process of mapping land plots generates a distribution map, aiming to
establish ownership of properly landed land plots. This research uses a spatial approach that can
provide accurate and comprehensive mapping of land plots using a Geographic Information System.
The results demonstrate that the number of registered lands in each sub-district identifies land plots
that have undergone repair and are free from gaps and overlaps. This can support efficient
development and land management programs and help the city of Mataram become a complete one.
Analysis and improvement of land data is important to ensure data accuracy and integrity, reduce land
conflicts, and improve land governance and better development planning.
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Abstrak: Pendaftaran tanah merupakan keharusan pemerintah untuk menjamin kejelasan hukum dan
melindungi hak pemilik tanah, serta memahami identitas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) sebagai program strategis nasional bertujuan membangun dan menjaga kualitas data
bidang tanah. Untuk memetakan bidang tanah, perlu dilakukan pemeriksaan posisi guna mengatasi
gap dan overlap yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas data spasial bidang
tanah di Kecamatan Selaparang dengan fokus pada identifikasi masalah gap dan overlap. Pemetaan
bidang tanah menghasilkan peta sebaran bidang tanah yang bertujuan guna mewujudkan kepemilikan
bidang tanah yang terlandingkan dengan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial yang
dapat memberikan pemetaan yang akurat dan menyeluruh mengenai bidang tanah menggunakan
Sistem Informasi Geografis. Hasil menunjukkan bahwa bidang tanah yang telah diperbaiki dan bebas
dari gap dan overlap dapat diidentifikasi jumlah tanah terdaftar di masing-masing kelurahan. Hal
tersebut dapat mendukung program pembangunan dan pengelolaan tanah secara efisien serta
membantu Kota Mataram menjadi Kota Lengkap. Analisis dan perbaikan data pertanahan ini penting
guna memastikan akurasi dan integritas data, mengurangi konflik pertanahan, dan meningkatkan tata
kelola lahan serta perencanaan pembangunan yang lebih baik.
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Pendahuluan

Kebutuhan tanah semakin meningkat seiring berkembangnya penduduk dari tahun ke
tahun. Hal tersebut tentunya menambah jumlah pendaftar tanah di berbagai daerah (Basir &
Dewi, 2023). Searah dengan melonjaknya keperluan akan tanah, maka butuh adanya kegiatan
peningkatan administrasi pertanahan (Botutihe et al., 2022). Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960, syarat terlahirnya kenyamanan dalam kekuasaan tanah yaitu dengan
melaksanakan pendaftaran semua bidang tanah yang ada di Indonesia (Pratama et al., 2020).
Program kegiatan pendaftaran tanah menjadi keharusan pemerintah yang bermanfaat dalam
menjamin kejelasan hukum dan melindungi hak pemilik tanah yang berguna untuk
mengetahui identitas tanah yang telah dituangkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Kegiatan pertanahan yang dilaksanakan sesuai dengan tipe hak atas bidang tanah
tersebut harus terdaftar dengan lengkap dan optimal oleh negara (Panjaitan et al., 2023).
Sebagai upaya untuk menjawab hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperoleh amanah dalam mendaftarkan seluruh bidang
tanah yang ada di Indonesia hingga tahun 2025 oleh Presiden Rl Ir. Joko Widodo (Panigoro et
al., 2023). Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menjalankan kegiatan peningkatan
pendaftaran tanah di Indonesia dan memperbaiki kualitas data spasial bidang tanah yang
sudah terdaftar atau sudah ditetapkan haknya dakam program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) (Handono et al.,
2020).

Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) adalah pendaftaran tanah yang
berlandaskan desa/kelurahan lengkap yang dilaksanakan dalam suatu kabupaten/kota yang
jumlah bidangnya sudah terdaftar diatas 80% dan bidang tanah belum tersebar secara
sporadik (Kementerian ATR/BPN, 2022) . Kota Mataram menjadi salah satu kota yang ditunjuk
oleh pusat dalam menyelesaikan Program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap. Hal ini telah
diungkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bahwa Kota
Mataram sudah memenuhi syarat untuk dideklarasikan sebagai Kota Lengkap.

Badan Pertanahan Nasional melakukan melakukan pengukuran dan sertifikasi
pendaftaran bidang tanah dalam program PTSL (Devi & Hutapea., 2019). Hal tersebut masuk
dalam mandat ATR/BPN dalam menyelesaikan dua misi utama yaitu melaksanakan
penertiban ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan
berkeadilan serta meningkatkan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar
dunia (Ardani, 2022). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah salah satu konsep
menciptakan data bidang tanah baru dan juga melindungi kualitas data bidang tanah yang
ada agar jalinan data bidang tanah yang terdaftar secara lengkap dan akurat (Cahyadhi &
Nawangsari, 2022).

Kegiatan pemetaan bidang tanah secara lengkap dan digital sangat penting guna
mencapai basis data pertanahan yang terorganisir (Lusiani & Hafizh, 2021). Namun hal
tersebut masih perlu adanya perbaikan kualitas data bidang tanah yang terdapat dalam
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pendaftaran Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) (Dewi et al., 2022). Dalam memetakan
bidang persil tanah juga perlu adanya pembaruan terhadap letak bidang tanah yang masih
didapati gap dan overlap (Nugroho, 2021), sehingga bidang persil tanah tersebut menjadi
data spasial pertanahan yang baik dalam membangun sistem informasi pertanahan (Nugroho
et al., 2018).

Pada beberapa tahun terakhir, penelitian terkait peningkatan kualitas data pertanahan
telah berkembang seiring dengan perubahan dalam sistem administrasi pertanahan menuju
KKP. Perhatian terhadap kualitas data semakin meningkat dengan adanya program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencakup kegiatan pemetaan bidang
tanah terdaftar ke dalam sistem GeoKKP sebagai bagian dari pekerjaan di Kluster 4 PTSL.
Mawadah (2021) telah melakukan penelitian tentang peningkatan kualitas data bidang tanah
di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya dalam pembaruan data
bidang tanah agar memenuhi standar validitas KW1. Selain itu, Purba & Bandhono (2021)
melakukan penelitian kajian pemetaan kelurahan lengkap terdaftar berdasarkan
implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang membahas pemetaan bidang tanah
KW456 di Kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas data pertanahan dan mewujudkan
kelurahan lengkap terdaftar, guna menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah serta
mengurangi sengketa pertanahan. Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu
dengan mengadopsi pendekatan baru yang memanfaatkan teknologi GIS yang lebih akurat
serta analisis spasial yang lebih komprehensif. Pendekatan ini pemetaan bidang tanah dengan
tingkat ketelitian yang lebih tinggi serta memberikan pemahaman spasial yang mendalam
mengenai distribusi dan kondisi bidang tanah yang bebas dari gap dan overlap, yang pada
akhirnya dapat memperkuat kualitas data pertanahan dan mendukung tercapainya kepastian
hukum yang lebih efektif.

Peningkatan kualitas bidang tanah di Kota Mataram khususnya di Kecamatan
Selaparang penting dilakukan sebagai tindakan pemeliharaan data (Rahmawati, 2022). Hal
tersebut disebabkan karena bidang tanah yang sering berubah, yang disebabkan karena jual-
beli, pemecahan bidang, pewarisan dan lain sebagainya (Bashit et al., 2020). Oleh karena itu,
manajemen pertanahan yang berjalan dengan baik apabila pembaruan data dilakukan secara
berkesinambungan (Handoko, 2019). Pada kajian ini, pengembangan kualitas bidang
termasuk dalam tahap pertama dalam menjadikan Kota Mataram Lengkap. Dengan demikian
kajian geospasial pemetaan bidang tanah di Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang
menghasilkan peta sebaran bidang tanah di Kecamatan Selaparang memiliki tujuan dalam
menetapkan kepemilikan bidang tanah yang sudah terlandingkan dengan tepat pada bidang
persil tanah yang tertata rapi atau yang sudah tidak terdapat gap maupun overlap.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial yang dapat memberikan pemetaan
yang akurat dan menyeluruh mengenai bidang tanah menggunakan Sistem Informasi
Geografis (Mansourihanis et al., 2023). Pendekatan spasial pada penelitian ini dilakukan
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dalam memetakan bidang tanah yang sudah terdaftar pada sistem geo-KKP Kementerian
ATR/BPN. Lokasi penelitian berada pada Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Kecamatan Selaparang memiliki 9 kelurahan diantaranya yaitu Kelurahan
Rembiga, Karang Baru, Monjok, Monjok Timur, Monjok Barat, Mataram Barat, Dasan Agung,
Dasan Agung Baru, dan Gamong. Peta lokasi kajian dapat diamati pada gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Peta Lokasi Kajian
Sumber: Olah Data Penulis, 2024

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa shapefile bidang persil tanah
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram yang diunduh dari sistem Geo-KKP dari Kantor
Pertanahan Kota Mataram. Shapefile ini mengandung koordinat, atribut kepemilikan, serta
informasi topologi yang menunjukkan lokasi, ukuran, dan bentuk setiap bidang tanah secara
detail Kemudian bidang tersebut diidentifikasi terkait bidang yang telah terdaftar maupun
yang belum terdaftar secara lengkap. Proses dalam pengolahan data dapat diamati dalam
diagram alir pada gambar 2. Proses pengolahan data dimulai dari mengunduh bidang persil
tanah Kecamatan Selaparang yang terdaftar di sistem geo-KKP oleh Kementerian ATR/BPN
yang kemudian diolah berbantuan software Arcgis 10.8 dan AutoCad Map. Pengolahan data
dilakukan dengan melakukan perapihan bidang persil tanah yang memiliki gap dan overlap.
Hasil pengolahan data menghasilkan bidang persil tanah yang bersih dari gap dan overlap
yang kemudian dibandingkan dengan persil yang baru diunduh dan diidentifikasi terkait
bidang yang sudah terdaftar.

Penelitian ini memulai pengolahan data dengan mengunduh shapefile bidang tanah di
Kecamatan Selaparang dari sistem geo-KKP Kementerian ATR/BPN, yang kemudian diolah di
ArcGIS 10.8 dan AutoCAD Map untuk mengatasi gap dan overlap antar bidang tanah. Pada
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software ArcGIS, fitur Topology Checker digunakan untuk mengidentifikasi masalah spasial,
lalu data diperbaiki di AutoCAD Map melalui penyesuaian batas geometri agar presisi dan
bebas tumpang tindih. Data yang telah diperbaiki diimpor kembali ke ArcGIS, diperiksa ulang
menggunakan Spatial Join untuk memastikan tidak ada gap atau overlap, kemudian
diklasifikasikan berdasarkan status terdaftar atau belum terdaftar di geo-KKP. Pemilihan
ArcGIS didasarkan pada kemampuannya dalam analisis spasial yang komprehensif, sementara
AutoCAD Map unggul dalam pengeditan geometri yang detail. Citra udara beresolusi tinggi
dari kerjasama BPN dan Surveyor Kadastral Berlisensi meningkatkan akurasi, namun
tantangan di lapangan, seperti perubahan yang belum terdata, masih menjadi keterbatasan.
Hasilnya adalah peta bidang tanah yang akurat dan mendukung program Pendaftaran Tanah
Kota Lengkap (PTKL) di Kecamatan Selaparang.
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Gambar 2. Tahapan Penelitian

Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Kota Lengkap di Kota Mataram dibentuk
dari agregasi secara bertahap seperti pada gambar 3 yang dimulai dari kelurahan lengkap
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kemudian kecamatan lengkap dan terakhir kota lengkap. Pembuatan peta kota lengkap
dibuat dalam rangka pencapaian target pendaftaran bidang tanah lengkap dalam suatu
wilayah administrasi kota (Hadi, 2023). Oleh karena itu, peta kota lengkap menjadi bagian
administrasi pertanahan. Setelah tersedianya peta kota lengkap, maka data spasial
pertanahan tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Kota sebagai penunjang data
pembangunan di Kota Mataram. Berikut tahapan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL).

Peta Kota

Peta Lengkap

Kelurahan ah

Lengkap

PN e Mecrupakan target
Pendaftaran ) akhir dari PTSL.
Tanah Sistematis e Target PTSL Bidang tanah di
Lengkap (PTSL) meliputi seluruh wilayah Kota »
bidang tanah dalam Mataram ternetakan

@ satu wilayah
administrasi
kclurahan

e Data fisik dan data
yuridis bidang
tanah harus
terintegrasi

Gambar 3. Tahapan Kota Lengkap
Sumber: Petunjuk Teknis PTSL, 2022

Analisis hasil dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara data
awal dengan hasil akhir pengolahan, di mana banyak bidang tanah yang sebelumnya tumpang
tindih atau tidak terdefinisi dengan jelas kini telah diperjelas dan diklasifikasikan. Peta yang
dihasilkan memberikan visualisasi yang komprehensif mengenai distribusi bidang tanah
terdaftar dan belum terdaftar di Kecamatan Selaparang, serta dapat digunakan sebagai dasar
bagi pemerintah setempat untuk mendukung program pembangunan dan pengelolaan tanah
secara lebih efisien. Temuan ini juga menunjukkan efektivitas pendekatan spasial dalam
meningkatkan kualitas dan keandalan data pertanahan yang terintegrasi dalam sistem geo-
KKP, serta kontribusinya terhadap pencapaian target Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL)
di Kota Mataram.

Hasil dan Pembahasan
Konsep Pendaftaran Tanah Kota Lengkap

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai
Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 1, Pemerintah mempunyai tugas dalam melakukan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia guna menghadirkan jaminan dan perlindungan
hukum bagi kepemilikan tanah. Kecamatan Selaparang Kota Mataram dibawah naungan
Kantor Pertanahan Kota Mataram memiliki tugas untuk mewujudkan Kota Lengkap terdaftar.
Gambar 4 merupakan tampilan konsep Kota/Kabupaten Lengkap terdaftar yang dimana
dalam membentuk Kota Mataram Lengkap ini diawali dari pembentukan pendaftaran tanah
desa/kelurahan lengkap, kemudian kecamatan, kabupaten dan provinsi (Sugoto, 2020).
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Gambar 4. Konsep Kota/Kabupaten Lengkap terdaftar
Sumber: Olah Data Penulis, 2024

Kantor Pertanahan Kota Mataram saat ini sedang menjalankan program PTSL menuju
Kota Lengkap. Konsep pendaftaran tanah kota lengkap bertujuan untuk menciptakan basis
data pertanahan yang komprehensif dan akurat di seluruh wilayah kota. Program ini
memastikan bahwa setiap bidang tanah terdaftar dan memiliki sertifikat yang sah, sehingga
memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah yang
lengkap dan sistematis, pemerintah dapat mengurangi konflik pertanahan, meningkatkan
tata kelola lahan, dan mendukung perencanaan pembangunan kota yang lebih baik. Selain
itu, program ini juga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pertanahan,
mendukung transparansi, serta meningkatkan nilai ekonomi tanah yang terdaftar.
Implementasi PTSL di Kota Mataram diharapkan dapat mempercepat tercapainya target Kota
Lengkap, di mana seluruh tanah di wilayah tersebut telah terdokumentasi dengan jelas dan

terintegrasi dalam sistem informasi pertanahan nasional.
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Gambar 5. Skema Pendaftaran Tanah

Sumber: Petunjuk Teknis PTSL, 2022
Dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis dilakukan dari desa ke desa
untuk Kabupaten dan kelurahan demi kelurahan untuk perkotaan yang meliputi seluruh
bidang tanah di semua wilayah Indonesia (Kamumu et al., 2023). Skema pendaftaran tanah
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yang menjadi prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilihat pada gambar 5.
Tahap 1 sampai 3, mutu pelayanan dilakukan dan dimonitor oleh petugas kanwil dari provinsi,
tahapan 4,5,6, pengawasan dilaksanakan oleh fungsionaris dari kanwil provinsi dan satgas
fisik dan yuridis. Pada tahap 7,8,9,10, monitoring berada pada pemenuhan surat terkait syarat
pendaftaran tanah seperti penempatan tanda batas, dokumen kepemilikan, keakuratan posisi
serta bentuk bidang dengan peta kerja yang bersih dari gap dan overlap, perubahan NUB
menuju NIB, serta deklarasi desa lengkap. Tahap terakhir yaitu nomor 11,12,13 yang
dikerjakan oleh ketua tim, ASN, masyarakat, kantor wilayah, dan kantor pusat. Pengawasan
berada pada runtutan penulisan sesuai daftar isian, keaslian sertifikat serta legalisasinya.
Kanwil provinsi dan pusat juga melaksanakan pemeriksaan atas permohonan deklarasi desa
lengkap yang sudah memenubhi syarat.

Bidang Persil Tanah Kecamatan Selaparang

Peta desa/kelurahan lengkap merupakan data spasial bidang tanah yang sesuai dengan
penguasaan kepemilikan tanah (Silviana & Ardani, 2018). Peta bidang tanah di Kecamatan
Selaparang dihasilkan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peta
bidang tanah hasil PTSL memiliki manfaat sebagai basis peta kelurahan lengkap guna
mencapai kota lengkap (Al Falih, 2024). Pengukuran diawali dari mengolah data awal persil
unduh dari sistem Geo-KKP Kota Mataram. Pengolahan data awal dalam kajian ini yaitu
membersihkan persil yang memiliki overlap, dan gap, sehingga bidang tanah yang diinginkan
sudah dalam kondisi asli di lapangan. Kenampakan bidang tanah awal dan bidang tanah yang

telah bersih dari error overlap dan gap dapat diamati pada gambar berikut.

a. Bidang persil tanah Kelurahan Rembiga

BIDANG TANAH KELURAHAN REMBIGA, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM BIDANG TANAH BERSIH GAP DAN OVERLAP KELURAHAN REMBIGA
= = =

e

1350

1350 TESET HETNT

Legenda

Topologi Rembiga [

(a) (b)

Gambar 6. (a) bidang tanah awal, (b) bidang tanah bersih dari gap dan overlap
Sumber: Olah Data Penulis, 2024
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b. Bidang persil tanah Kelurahan Karang Baru

BIDANG TANAH KELURAHAN KARANG BARU, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM
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Gambar 7. (a) bidang tanah awal, (b) bidang tanah bersih dari gap dan overlap
Sumber: Olah Data Penulis, 2024
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Gambar 8. (a) bidang tanah awal, (b) bidang tanah bersih dari gap dan overlap
Sumber: Olah Data Penulis, 2024

d. Bidang persil tanah Kelurahan Monjok Timur

BIDANG TANAH BERSIH GAP DAN OVERLAP KELURAHAN MONJOK TIMUR
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Gambar 9. (a) bidang tanah awal, (b) bidang tanah bersih dari gap dan overlap
Sumber: Olah Data Penulis, 2024




Setiawan et al., Kajian Geospasial Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar ... 47

e. Bidang persil tanah Kelurahan Monjok Barat

BIDANG TANAH KELURAHAN MONJOK BARAT, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM

BIDANG TANAH BERSIH GAP DAN OVERLAP KELURAHAN MONJOK BARAT

Topologi Monjok Barat

Line Errors

(b)
Gambar 10. (a) bidang tanah awal, (b) bidang tanah bersih dari gap dan overlap
Sumber: Olah Data Penulis, 2024

f.  Bidang persil tanah Kelurahan Mataram Barat

BIDANG TANAH KELURAHAN MATARAM BARAT, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM
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Gambar 11. (a) bidang tanah awal, (b) bidang tanah bersih dari gap dan overlap
Sumber: Olah Data Penulis, 2024

g. Bidang persil tanah Kelurahan Dasan Agung

BIDANG TANAH KELURAHAN DASAN AGUNG, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM
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Gambar 12. (a) bidang tanah awal, (b) bidang tanah bersih dari gap dan overlap
Sumber: Olah Data Penulis, 2024
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h. Bidang persil tanah Kelurahan Dasan Agung Baru

BIDANG TANAH KELURAHAN DASAN AGUNG BARU, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM BIDANG TANAH BERSIH GAP DAN OVERLAP KELURAHAN DASAN AGUNG BARU

EST
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Area Errors.

B8 Line Errors

Polnt Errors.

(a) (b)
Gambar 13. (a) bidang tanah awal, (b) bidang tanah bersih dari gap dan overlap
Sumber: Olah Data Penulis, 2024

Gap dan Overlap Bidang Persil Tanah Kecamatan Selaparang
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Gambar 14. Jumlah gap dan overlap bidang tanah di Kecamatan Selaparang
Sumber: Olah Data Penulis, 2024

Analisis bidang tanah yang memiliki masalah overlap dan gap merupakan hal yang
penting dilakukan sebelum melanjutkan ke proses setelahnya. Proses ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian serta tumpang tindih dalam data bidang
tanah yang sudah terdaftar. Gap pada bidang tanah terjadi ketika terdapat area yang
seharusnya terdaftar namun belum tercakup pada peta, sedangkan overlap terjadi ketika dua
atau lebih bidang tanah saling tumpang tindih. Analisis ini penting .digunakan guna
memastikan akurasi dan integritas data pada pendaftaran tanah.

Masalah gap dan overlap dianalisis menggunakan software ArcGis dengan
memanfaatkan topologi untuk melihat seberapa banyak jumlah eror tersebut. Gambar 14
menunjukkan grafik jumlah gap dan overlap pada masing-masing kelurahan di Kecamatan
Selaparang. Kelurahan rembiga memiliki 1 gap 10 overlap, Kelurahan Karang Baru memiliki 3
gap 0 overlap, Kelurahan Monjok memiliki 262 gap 108 overlap, Kelurahan Monjok Timur
memiliki 16 gap 7 overlap, Kelurahan Monjok Barat memiliki 35 gap 110 overlap, Kelurahan
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Mataram Barat memiliki 175 gap 79 overlap, Kelurahan Dasan Agung memiliki 182 gap 55
overlap, Kelurahan Dasan Agung Baru memiliki 1 gap 5 overlap, dan Kelurahan Gamong
memiliki 130 gap 41 overlap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis dan perbaikan gap dan overlap pada data
bidang tanah di Kecamatan Selaparang memberikan peningkatan signifikan pada kualitas peta
bidang tanah yang terdaftar. Sebelum perbaikan, beberapa kelurahan seperti Monjok dan
Monjok Barat memiliki jumlah gap dan overlap yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelurahan
lainnya, masing-masing dengan 262 dan 108 untuk Monjok, serta 35 dan 110 untuk Monjok
Barat. Hal tersebut disebabkan karena kepadatan lahan dan kompleksitas kepemilikan di
wilayah tersebut, yang membuat rentan terjadi kesalahan tumpang tindih atau kekosongan
lahan pada peta awal (Nurdin, 2018). Setelah dilakukan perbaikan menggunakan topologi di
ArcGlIS, ditemukan adanya penurunan signifikan pada gap dan overlap di seluruh kelurahan,
yang kini telah teridentifikasi dengan lebih akurat. Visualisasi dalam bentuk grafik dan peta
pasca-perbaikan menunjukkan bahwa data persil tanah kini telah bersih dari tumpang tindih
atau area kosong, memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pemilik tanah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu dalam konteks PTSL, yang menunjukkan
bahwa peningkatan kualitas data melalui pemetaan yang komprehensif dapat mengurangi
potensi sengketa dan memperkuat sistem administrasi tanah (Yudanto & Mujiburohman,
2024). Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis topologi dan GIS
dapat menghasilkan akurasi yang tinggi dibandingkan metode konvensional, yang seringkali
mengandalkan pemetaan lapangan manual. Hasil ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan
pertanahan, di mana pemerintah atau Kantor Pertanahan dapat memanfaatkan data
berkualitas tinggi ini untuk meningkatkan tata kelola lahan, mengurangi konflik kepemilikan,
serta mendukung program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL). Dampak jangka
panjangnya adalah peningkatan kualitas pembangunan perkotaan yang lebih tertata dan
kesejahteraan masyarakat yang lebih terjamin, terutama dalam hal kepastian hak milik atas
lahan yang telah jelas batas dan statusnya di peta pertanahan resmi.

Bidang Tanah Terdaftar di Kecamatan Selaparang
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Gambar 15. Jumlah bidang tanah terdaftar di Kecamatan Selaparang
Sumber: Olah Data Penulis, 2024
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Hasil pengolahan dan perapihan bidang tanah terdaftar diperoleh dari geo-KKP
Kementerian ATR/BPN. Gambar 15 menunjukkan grafik jumlah bidang tanah terdaftar per-
kelurahan di Kecamatan Selaparang. Kelurahan Rembiga memiliki 4160 bidang tanah
terdaftar, Kelurahan Karang Baru dengan 3799 bidang tanah terdaftar, Kelurahan Monjok
memiliki 3572 bidang tanah terdaftar, Kelurahan Monjok Timur dengan 1188 bidang tanah
terdaftar, Kelurahan Monjok Barat memiliki 1324 bidang tanah terdaftar, Kelurahan Mataram
Barat memiliki 1087 bidang tanah terdaftar, Kelurahan Dasan Agung dengan 2005 bidang
tanah terdaftar, Kelurahan Dasan Agung Baru dengan 1112 bidang tanah terdaftar, dan
Kelurahan Gamong dengan 755 bidang tanah terdaftar.

Bidang tanah terdaftar yang sudah bersih dari gap dan overlap memainkan peran
penting dalam memastikan keakuratan data pertanahan. Upaya perapihan dan pengolahan
data bidang tanah sangat penting dalam membangun basis data pertanahan yang bersih dan
akurat guna mendukung tercapainya Kota Mataram sebagai Kota Lengkap. Bidang tanah
kelurahan yang berkualitas memiliki beberapa manfaat seperti dapat mengantisipasi
munculnya sengketa pertanahan, menjadi referensi pada kepentingan pembebasan tanah,
dan menjadi referensi dalam peningkatan potensi ekonomi di kelurahan tersebut (Arnowo,
2020). Selain itu, peta desa/kelurahan lengkap memiliki manfaat sebagai informasi
kepemilikan dan penguasaan bidang tanah di suatu desa/kelurahan serta kemampuan
pengembangan pajak dan pendapatan asli daerah seperti PBB, dan PPh (Windayana, 2022).

Kesimpulan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah berjalan di
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram memberikan dampak yang signifikan bagi kepastian
hokum dan tata kelola lahan. Melalui analisis gap dan overlap serta perapihan bidang tanah
berbantuan software ArcGis, yang dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan
ketidaksesuaian serta tumpang tindih dalam data bidang tanah. Dengan basis data
pertanahan yang komprehensif, pemerintah daerah dapat mengantisipasi konflik tanah,
meningkatkan pendapatan melalui pajak daerah, serta merencanakan alokasi lahan secara
efisien. Data pertanahan yang telah diolah dan diperbarui dapat mengurangi potensi konflik
pertanahan dan mendukung transparansi, meningkatkan nilai ekonomi tanah, serta
memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, data ini menjadi rujukan penting
bagi perencanaan pembangunan kota, investasi, serta peningkatan pendapatan asli daerah
melalui pajak dan retribusi. Dengan demikian, implementasi PTSL di Kota Mataram
diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Kota Lengkap, yang pada akhirnya
berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah
selanjutnya mencakup pengembangan teknologi pemetaan dan penguatan kebijakan untuk
memastikan keberlanjutan program PTSL serta mengoptimalkan peran data pertanahan
dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan
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